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b. 

C. 

BUPATI JEMBER, 

bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemberian 
perlindungan dasar jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
optimal untuk Petani; 
bahwa sesuai instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 t 
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenag 
Intruksi Bupati Jember Nomor 7 Tahu 
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan J.0Va.1<2l 
bahwa berdasarkan pertiu;.-.. ......,,,.""~ .... 1• 1 

tentang Jaminan u.Gi..JL.L.J,n 

di Kabupate 

an 
tentang 
terkait 

1. U1.¥n,u;;a,11 1ci:;. ten tang Si stern J aminan 
ara Republik Indonesia Tahun 

ahan Lembaran Negara Republik 
~ Ir ;

1 

e 
21

• Ll 1llT1 an - Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
/......, 'er u Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
U l---[ nesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

Memutuskan 

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Hubungan Antar Lembaga Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5473); 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6322); 
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pena an 
Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5473); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri N 
Pembentukan Produk Huku 
Indonesia Tahun 2015 ~'""~J• 
dengan Pera 
(Berita 
p 

~8i 

ahun 2020 tentang 
e--·---·· Daerah; 

qi,1,:;:1.}:!j;1.Kt:rjaan Nomor 5 Tahun 2021 
r enyelenggaraan Program Jaminan 
minan Kematian dan Jaminan Hari Tua; 

rah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 
n okok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

upaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 
2009 Nomor l); 
Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2017 ten tang 
Pelaksanaan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan 
(Serita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 53). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL 
KETENAGAKERJAAN UNTUK PETANI DI KABUPATEN JEMBER 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Jember. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember. 



3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Bupati adalah Bupati Jember. 
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Jember yang membidangi urusan 
pemerintah yang kewenangannya pada daerah di bidang tanaman pangan, 
holtikultura dan perkebunan. 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari 
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa 
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, 
dan meninggal dunia. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya 
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan 
kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. 
Peserta adalah Petani yang ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk 
diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 
Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta 
keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman pangan dan 
hortikultura, sebagai buruh tani dan petani garap. 
Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi hak 
Peserta. 
Juran Jaminan Sosial adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur 
Pemerintah Kabupaten Jember kepada BPJS Ketenagakerjaan atas __.,,,=,. 
Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenaga aan. 
Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tand e sertaan BPJS 
Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tun "-''-·"'_,,....J_, erlaku untuk 
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan h ll"'l'·'~"q,•~ pensiun, dan 
jaminan kematian, sesuai dengan penahapan--lffmt~e 
Perubahan data peserta adalah prosP<>--n,F'Xi yang 
masuk maupun yang keluar. 
Jaminan Kecelakaan Ker·c,/,,-",..,1 

berupa uang tunai.___,..~I~ 
peserta men!$!;LI=-l~ 
lingkun 
Ja · an K¢rr1aitip.1 Y 

ang diber·J4i. p 
kecelakaa ~e a 

manfaat 
g diberikan pada saat 
yang disebabkan oleh 

y mgkat JKM adalah manfaat uang tunai 
etika peserta meninggal dunia bukan akibat 

BAB II 
MAKSUD 
Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan peran serta Pemerintah 
Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

BAB III 
TUJUAN 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan dan memastikan Petani memperoleh 
Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan. 



BAB IV 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. Kepesertaan dan Perubahan Data Peserta; 
b. Pembayaran dan Perhitungan Tarif Iuran; 
c. Hak dan Kewajiban; dan 
d. Jangka Waktu. 

BABV 
KEPESERTAAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA 

Pasa!S 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi data Petani yang akan didaftarkan dalam 
kepesertaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 
permintaan dari pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan 
terhitung aktif sejak dilakukan pembayaran pada saat didaftarkan. 

(3) Peserta yang dinyatakan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat 
mendapatkan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagaker· n. 

(4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta yan 1daftarkan 
meliputi: 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan 
b. Jaminan Kematian. 

(5) Data peserta yang difasilitasi oleh Pemeri 
pada ayat (1) dikoordinir oleh Peran 

(1) Perubahan da!ta-Ji~sc 
a. Petani ~!-~~m~i11fafi!i )J:iilisili--d1 luar Kabupaten Jember; dan 

dunia dengan melampirkan surat b.J> 
kem 

(2) BPJS 

BAB VI 
PEMBAYARAN !URAN 

Pasal 7 

(1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b termasuk dalam pos 
anggaran Perangkat Daerah. 

(2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui 
pemindah bukuan dari rekening Perangkat Daerah ke rekening BPJS 
Ketenagakerjaan dialokasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(3) Pembayaran iuran pertama dilakukan Perangkat Daerah pada bulan April. 

Pasal 8 

(1) Tarif iuran/besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta, ditetapkan 
rincian iuran sebagai berikut : 



( 1) 

(2) 

a. JKK sebesar 1 % (satu persen) dari dasar upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu 
juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang per 
bulan; dan 

b. JKM iuran bersifat tetap sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus 
rupiah) per orang setiap bulan. 

(2) Jumlah total iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 
Rp.16.800,- (enam betas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan. 

BAB VII 
HAK 

Pasal 9 

(1) BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk: 
a. memperoleh data identitas Petani yang akan diikutsertakan melalui 

Perangkat Daerah; dan 
b. menerima iuran perangkat daerah yang dialokasikan oleh Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah. 
(2) Peserta yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah memiliki hak untuk 

memperoleh pelayanan dan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian. 

Pasal 10 

Jaminan Kecelakaan Kerja yang diberikan 
peserta berangkat bekerja, aktivitas kerja SarJW,al 
tanpa ada batas lokasi dan waktu sela.qµl:'jj~,fl 
yang dilakukan. 
Manfaaat BPJS Ketenagakerja 
a. Biaya pengobatan da l/1:Jeli'8'W 

umum pemerint 
swasta yan 

b. STMBS-Riiat\lilaJ j 
i ebagai berikut : 

an mencakup 
ali ke rumah, 

peker· n 

rumah sakit 
atau rumah sakit 

a) l(e:ooinl--1 ulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus 

b) :::---✓- k 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus 
en) dari Upah; dan 

STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 
50% (lima puluh persen) dari Upah. 

2) STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta 
dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat 
total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter 
yang merawat dan/atau dokter penasehat. 

c. Penggantian biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja 
atau penyakit akibat kerja, terdiri atas : 
1) Biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit 

akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama 
pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; 



( 1) 

(2) 

2) Biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju 
dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja, 
dengan rincian menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau 
paling banyak Rp.5.000.00,00 (limajuta rupiah). 

d. Santunan Cacat Total Tetap atau Cacat Tetap Sebagian atau Cacat Fungsi; 
1) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x 

Upah sebulan; 
2) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 

80 x Upah sebulan; dan 
3) Cacat total tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) x 80 (delapan puluh) x 

Upah sebulan. 
e. Santunan Kematian yang dikarenakan kecelakaan kerja sebesar 60% (enam 

puluh persen) x 80 (delapan puluh) x Upah sebulan, paling sedikit sebesar 
manfaat JKM. 

Pasal 11 

Dalam hal terjadi resiko kecelakaan kerja terhadap peserta BPJS 
Ketenagakerjaan dapat ditangani oleh rumah sakit/Pusat Layanan Kecelak 
Kerja (PLKK)/Klinik/Puskesmas yang telah bekerjasama BPJS 
dengan melampirkan dokumen : 
a. Laporan Tahap I dan atau laporan tahap II; 
b. Kartu tanda penduduk; 
c. Kartu BPJS Ketenagakerjaan; 
d. Data pendukung, paling sedikit me:nµ.taL,c< 

1) Kronologis kejadian; 
2) Keterangan saksi yam1/4Jerilll 
3) Denah lokasi 

Dalam hal 
Keten 

a 

Ja terhadap peserta BPJS 
ah sakit/Pusat Layanan Kecelakaan 

belum bekerjasama BPJS Ketenagakerjaan 
i a,½.rkRin terlebih dahulu oleh peserta dan kompensasi 

·'F'.v"a e BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan : 
dan atau laporan tahap II. 

b. Kartu da penduduk. 
c. rtu BPJS Ketenagakerjaan. 
d. Data pendukung, paling sedikit memuat : 

1) Kronologis kejadian; 
2) Keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut; 
3) Denah lokasi kejadian; dan 

e. Bukti pembayaran pengobatan. 

Pasal 12 

(1) BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian dalam hal peserta meninggal dunia 
oleh sebab apapun diluar kecelakaan kerja. 

(2) Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian bagi Ahli Waris meliputi: 
a. Santunan Kematian; 
b. Santunan Berkala; 



c. Biaya Pemakaman; dan 
d. Santunan beasiswa dengan syarat minimal masa iuran selama 3 (tiga) tahun. 

(3) Santunan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan 
paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) 
sampai dengan menikah atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun. 

Pasal 13 

(1) Keluarga atau ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah melaporkan dan 
mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan 
melampirkan dokumen sebagai berikut : 
a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 
b. Kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari ahli waris; 
c. Kartu keluarga; 
d. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan 
e. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang. 

(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris Peserta Bukan 
Penerima Upah dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang 
diperlukan. 

( 1) 

(2) 

BAB VIII 
KEWAJIBAN 

Pasal 14 

BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk · 
a. memberikan pelayanan kepada pe 

Ketenagakerjaan sesuai ketentuan ..,.,. ,,,.,-
b. melakukan penagihan dan __nrejiet]iln~ 

Daerah; dan 
c. menerima masuk,,,.-·---n·-·· 

penyelenggarr.J:i<J:IJ.-ua 
Perangkat e a 
a. m uk n 

rogram/~ erjaan; 

man So· 
berl 

LA~~,· Perangkat 

Yl..,.,..oiah guna peningkatan 
epada Peserta. 

yang akan didaftarkan dalam 

b. melaku al!\ an sesuai dengan surat penagihan yang dikirimkan 
BPJS K te a r ; dan 

a onfirmasi kepada BPJS Ketengakerjaan apabila terjadi 
data peserta. 

BAB IX 
JANGKA WAKTU KEPESERTAAN 

Pasal 15 

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petani berlaku selama: 
a. Peserta yang didaftarkan masih menjadi Petani; 
b. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang 

masih berlaku; dan 
c. Tersedianya dana sesuai kemampuan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 



BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. 

Diundangkan di Jember 
ad~ffiE~M tf\l\ai 2022 

/ DAERAH, 

\ .. ~: ~ ,;.")..,~-

\ 

Ditetapkan di Jember ,... 
pada tanggal /). 3 ~ 2022 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 




